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Kerja dari Rumah & Pembatasan
Mobilitas Diberlakukan

AT AR
JAKARTA-Pemerintah mulai memberiakukan publik. - At
kebijakan kerja dari rumah atau work from “Khusus untuk daerah ada

| imbauan untuk penambahan
home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) o s ekt cam
dan swasta sekaligus efisiensi mobilitas cakupan ruas dan jalan dalam car
mulai Rabu (1/3). Pemerintah daerah di DIY, free day sesuai karakier masing-
diawali Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja masing daerah dan akan diatur
sudah merancang kebijakan penghematan. SE Menteri Dalam Negeri," terang
Airlangga.
Dany Sapute, Steted Vol & Kl Luman WFH untuk swasta_akan
cocasioBhentco disesuaikan dengan st dran
Menteri Ketenagal erujuk
Kebijakan nasional it diunumkan | > Pemkot Jogja pada kmk!ensuk masing masing
Menko l’erekanamian Airlangga menjamin penyesuaian  sekior usaha.
Hartario pada konferensi pers jam kerja tidak akan “Pengalumnmelalm S Ern
socara daring, Selasa (31/3)
Langkah ini merupakan tindak publik. mencakup efisiensi panggunaan
I pertaPresiden Pabown | WEH untuk swasta energi di tempat kerja," terang
yang disebut 8 Butir akan disesuaikan Airlangga. Menurut Airlangga,
'rrrmsrnmm:, Budaya Kerja dengan Surat sektor-sektor yang dikecualikan
Nasional sekaligus kebijakan Edaran Menteri dari WFH v setor publi,
yang mencakup sektor energi. Ketenagakerjaan kesehatan, keam kebel

rsihan
dan_sekior slmegw, seperti

0 masing sektor us.ha. P , energi, air,
ks b ﬂnn

"Kebijakan ini mulai berlaku 1 merujuk pada
| dan akan dilak

setelal dua bulan pel
 terang Airlangga. uanspomsl/log\suk. perda
Pengaturannya kan dibedakan - berlaku unuk ngansipusa dan - dan keuangan,
berdasarkan ASN maupun swasta  daerah selama satu hari dal
menglulisuat edaran (SE)dar - seminggu yakni hari Jumat
Menteri Selain itu,
Negara dan Reformasi Birokiah, mobilias termzsk pembatasan
Menteri Ketenagakerjaan dan  penggunaan kendaraan dina
MenteriDalam Neger.Fengaturan  Sebdar 50% keeual perasional
WFH untuk ASN akan diperinci dan kendaraan listrik. Masyarakat
SE Menpan RB. WFH ini akan  didorong menggunakan transportasi > Halaman 10

- Menko Bidang
ekonomian 5
Alrangas Hartarto

JURUS  Pemeritah telah menetapkan kebijakan penghematan
anggaran seiring dengan risiko pembengkakan defisit APBN
PEMERINTAH 12 meroketnya harga energi global. Efisiensi yang diberi
KENcANGKAN label prioritisasi dan refocusing anggaran belanja diyakini

berpotensi menghemat hingga Rpi36,2 triliun. Sasarannya
IKAT PINGGANG 2512 pos anggaran yang dianggap tidk prioritas.

o WFH ASN  Selain penghematan anggaran, o SEKTOR

pemerintah memberlakukan
&SWASTA  iebijakan work from home (WFH) PENGECUALIAN

bagi ASN dan swasta. Kebijakan
i skan mulal berlaku Rabu (/4). | Sektor-sektor yang dikecualiian
Pengaturannya akan dibedakan dari WFH yakni sektor publik,
berdasarkan maupun swasta kesehatan, keamanan,
mengikuti Surat Edaran dari kebersihan dan sektor strategis,
Menteri Pendayagunaan Aparatur | sepertl industri/produksi, energi,

legara dan ReformasiBirokrasi, air, bahan pokok, makanan

veri dan minuman,
Menteri Dalam Negeri | perdagangan dan
keuangan.

Q) PEMBAT,

KENDAR’AAN DINAS

Efisiensi mobilitas kuga diberlakukan, termasuk pembatasan

penggunaan kendaraan dinas sebesar 50% kecuali operasional dan

kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik

. , Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas perjalanan dinas dalam negeri

0 AKTIVITAS PENDIDIKAN 50% dan luar negeri hingga 70%. Pemerintah daerah diimbau
rmenambah jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan

Kegiatan belajar mengajar bagi Dem‘mkﬂ" Slama car ree day sesual karalder masing masing dacrahn

dasar hingga menengah akan tet

dilaksanakan secara fisik atau \uﬂﬂq

olahraga terkait prestasi maupun eks!rakuﬂkmer

juga tidak akan dibatasi. Meski demikian, ada

pembatasan untuk kegiatan belajar mendajar

untuk pendidikan tinggi semester keempat ke

atas sesuai dengan SE Mendikti Saintek.

i Q FEFisiENsI MBG
Pemerintah memutuskan
untuk mengurangi penyaluran
program Makan Bergizi Gratis
(MBG) dari enam menjadi lima

hari untuk menghemat APBN,
Namun, ini dikecualikan untuk
sejumlah daerah tertentu.

(© IMBAUAN KE MASYARAKAT

Masyarakat juga diimbau untuk menghemat energi
dalan aktivitas sehar-hari di rumah dan tempat
Kerja. Masyarakat diminta untuk memprioritaskan
transportasi publik namun teras produktif
menjalankan kegiatan ekonomi
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Kerja dari...

"Pengalihan anggaran dilakukan
dari belanja kurang prioritas
seperti perjalanan dinas, rapat,
belanja . perasional dan

menekan belanja BBM hingga
sekitar 30%. Perhil itu

Jumat men}adl 5,5 jam, dengan

dxdasarkan pada pembatasan

kegiatan seremonial," ujarnya.

Menurut Airlangga, kebijakan
ini dilakukan sembari menuju
belanja yang lebih produktif
dan berdampak langsung ke

adalah anggaran rehabllnas dan
konstruksi bencana S

i harian yang dinilai cukup
signifikan dalam mengendalikan
penggunaan energi.

“Kalau mobil kami batasi 5 liter
per hari, berarti dalam empat
hari sekitar 20 liter. Motor satu
liter per hari, empat hari sekitar
4 liter. Itu sudah kami hxtung
bisa ke i BBM

serta percepatan dan penajaman
belanja kementerian/lembaga
“Sltua51 ini bukanlah hambatan

cukup signifikan,” katanya.
Selain efisiensi anggaran, sistem
ini juga dlmlal mempermudah

m bagi kita
untuk melakukan akselerasi
untuk melakukan perubahan
perilaku yang modern dan
efisien. Perlu ditekankan bahwa
kondisi perekonomian nasional
tetap stabil dengan fundamental
kokoh. Stok BBM nasional dalam
kondisi aman dan stabilitas
fiskal tetap terjaga," kata dia.

Langkah Pemkot Jogja

Sebelum Airlangga meng-
umumkan 8 Butir Transformasi
Budaya Kerja Nasional, Pemkot
Jogja sudah menyiapkan langkah
konkret untuk menekan konsumsi
energi di lingkungan birokrasi
dengan membatasi penggunaan
bahan bakar minyak (BBM)
kendaraan dinas.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo,
mengungkapkan kebijakan ini
akan diterapkan melalui sistem
plafon harian. Skema tersebu(

kan batas maksi
penggunaan BBM, yakni 5 liter
per hari untuk mobil dinas dan
1 liter per hari untuk sepeda
motor dinas.

Menurut Hasto, aturan ini

agar  kend
operasmnal benar-benar
digunakan untuk kepentingan
dinas, sekaligus menekan potensi
pemborosan.

“Jika penggunaannya melebihi
plafon karena kepentingan pribadi
atau jarak rumah yang jauh,

dinas. Setiap
ASN hanya dapat mengajukan
klaim BBM sesuai dengan kuota
yang telah ditentukan.

jam kerja
pada hari lain agar total j jam kerja
mingguan tetap terpenuhi. “Kami
sudah menghitung skenario.
Jika ada pengurangan jam kerja
di hari Jumat sekitar 5,5 jam,
akan kami tutup di hari lain
agar kualitas pelayanan tetap
terjaga,” ujarnya.

Hasto memastikan layanan
publik tidak terganggu. Unit
layanan yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat, seperti kantor
kelurahan, kemantren, hingga
Mal Pelayanan Publik (MPP),
tetap akan beroperasi normal.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya

U peng;

dinas relatif mudah karena
sudah dipatok. Mau digunakan
ke mana saja, klaimnya tetap
maksimal segitu. Kalau lebih,
ya ditanggung pribadi,” ujarnya.

Kebijakan ini menjadi bagian
dari upaya membangun budaya
hemat energi di lingkungan
Pemkot Jogja. Pemerintah
juga mendorong perubahan
pola mobilitas ASN agar lebih
efisien dan ramah lingkungan.

ASN diimbau mulai beralih
ke moda transportasi alternatif
seperti sepeda maupun sepeda
listrik, terutama bagi yang
berdomisili dekat kantor. Menurut
Hasto, langkah ini tak hanya
menghemat energi, tetapi juga

Manusia (BKPSDM) Kota Jogja,
Sarwanto, menambahkan hingga
saat ini belum ada surat resmi
dari Kemendagri, Kementerian
PAN-RB, maupun Pemda DIY.

BKPSDM Kota Jogja telah -

menyiapkan tiga alternatif
skema. Pertama, menambah
satu jam kerja Senin-Kamis

sehingga Jumat tersisa 1,5 jam.

Kedua, menambah 30 menit
kerja Senin-Kamis dengan jam
kerja Jumat berakhir pukul 11.00
WIB. Ketiga, tetap jam kerja

normal Senin-Kamis namun

WFH penuh pada Jumat.

Sarwanto menegaskan, skema
apapun yang diterapkan tidak
akan mengurangi layanan publik.

Instansi yang berinteraksi langsung -

1

berkontribusi pada p

emisi di kawasan perkotaan.
“Kesadaran untuk tidak terlalu

sering menggunakan kend.

dengan , termasuk

kelurahan, kemantren, Dinas
Perhubungan dan MPP, tetap -

berbahan bakar minyak perlu
dibangun bersama. Bisa dengan
bersepeda atau menggunakan
sepeda listrik, itu lebih efisien,”
katanya.

Jam Kerja

Pemkot Jogja juga tengah
menyiapkan penyesuaian jam
kerja ASN pada Jumat sebagai
bagian dari upaya efisiensi energi,

wajib secara
tatap muka. WFH tidak bisa

dipukul rata. Instansi pelayanan -

publik tetap harus berjalan
maksimal di kantor,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bantul
tengah mengkaji kemungkinan

BBM di lingkungaﬁ organisasi
perangkat daerah (OPD).
Amslen Pemerintahan dan

maka ASN yang b kutan
harus - menanggung sendiri
kelebihannya,” ujarnya, Selasa.

Ia menjelaskan, penerapan
plafon tersebut berpotensi

sambil ikan |

publik tetap berjalan normal.
Hasto Wardoyo menyebut

skema yang dibahas antara

lain mempersingkat jam kerja

h Rakyat Bantul,
Hermawan Setiaji, menyampaikan
hingga saat ini kebijakan tersebut
masih dalam tahap pembahasan
internal. (avid Kurniawan)

Instansi

Nilal Berita

Sifat

Tindak Lanjut

1. Walikota
2. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Man

Netra

Biasa
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